ANJUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 44 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ANJUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 72 Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Anjungan Provinsi DKI Jakarta. 

· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Eselon;

6. Tata Kerja;

7. Kepegawaian;

8. Keuangan;

9. Aset;

10. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

11. Pelaporan dan Akuntabilitas;

12. Pengawasan;

13. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 8 April 2011.

SMP SMA RAGUNAN – KHUSUS OLAHRAGAWAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 45 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLAHRAGAWAN PELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentag Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1999 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan. 
· Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007;  Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 199 Tahun 2009; Keputusan Gubernur No. 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Provinsi DKI Jakarta.


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Komite Sekolah;

6. Fasilitas;

7. Tata Kerja;

8. Kepegawaian;

9. Keuangan;

10. Aset;

11. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;

12. Pelaporan dan Akuntabilitas;

13. Pengawasan;

14. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 13 April 2011.

PELAYANAN IZIN PENELITIAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 47 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAYANAN IZIN PENELITIAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang penelitian di Provinsi DKI Jakarta, perlu adanya percepatan dan kemudahan pelayanan pemberian izin; perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian. 
· Dasar Hukum :  UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 116 Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 98 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 171 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 211 Tahun 2009 tentang Prosedur Pengelolaan Surat Masuk, Pembuatan Naskah Dinas, dan Prosedur Surat Keluar Satuan Administrasi Pangkal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pelayanan Izin Penelitian;

3. Kewenangan;

4. Jenis Penelitian;

5. Persyaratan dan Jangka Waktu;

6. Kewajiban;

7. Pengadilan;

8. Pembiayaan;
9. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 28 April 2011.

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA 
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 49 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA (JAKARTA ISLAMIC CENTRE)

ABSTRAK 
:  
- Bahwa pengaturan Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur No. 99 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).
· Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perauran Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 5 Tahun 2009 tentang Hibah dan Bantuan Sosial; Permendagri No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Hibah dan Bantuan Soisal; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 


- 
Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan; 

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian;

6. Dewan Pembina;

7. Tata Kerja;

8. Sumber Daya Manusia;

9. Pembiayaan;

10. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2011.

KELOMPOK KERJA SAYANG IBU 

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 55 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SAYANG IBU (POKJA GSI)

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya kualitas hidup perempuan perlu dilakukan upaya dan kegiatan dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas (AKI), serta penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dipandang perlu untuk memanfaatkan koordinasi antar lintas sektor organisasi profesi, organisasi perempuan dan keagamaan, akedemi, LSM dan swasta dengan memberdayakan ibu hamil, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di Provinsi DKI Jakarta, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2007 tentang Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GIS) Provinsi DKI Jakarta dengan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI) .
· Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain; Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 26/SK/MEN.PP/V/2006 tentang Pembentukan Kelompok Tetap Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (Pokja GSI); Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Perempuan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 127 Tahun 2009 tentang Pedoman RW Siaga; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 176 Tahun 2010 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender. 
· Pergub ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan; 

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

4. Organisasi;

5. Pokja GSI Kota/Kabupaten Administrasi;

6. Pokja GSI Kecamatan;

7. Pokja GSI Kelurahan;

8. Tata Kerja; 

9. Pembiayaan;

10. Ketentuan Penutup.

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2011.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 59 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf d, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012. 

· Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007  tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 – 2012; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 70 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD.
· Pergub ini mengatur tentang:

Bab I

: Pendahuluan;

Bab II
: Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian   


  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah;

Bab III

: Rencana Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan 


  Keuangan daerah;

Bab IV

: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah:

Bab V

: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

Bab VI

: Penutup

CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2011.

PESERTA DIDIK BARU – TP 2011/2012
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 66 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Pergub tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2011/2012.


-
Dasar Hukum : UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Permendiknas No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; Permendiknas No. 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008; Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 69 Tahun 2005 tentang Sistem Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran PPDB bagi SDN, SLBN, MIN, SMPN, MTsN Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi; Pergub No. 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus; Pergub No. 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah; Pergub No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

- 

Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Tujuan, Prinsip dan Asas;

3. Rasio Kelas;

4. Persyaratan Calon Peserta Didik;

5. Pra Pendaftaran;

6. Prosedur Pra Pendaftaran;

7. Prosedur Pendaftaran;

8. Pelaksanaan PPDB;

9. Tata Cara Seleksi PPDB;

10. Pengumuman Hasil;

11. Lapor Diri;

12. PPDB Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi;

13. Daya Tampung Calon Peserta Didik Luar Provinsi DKI Jakarta;

14. Panitia PPDB;

15. Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan;

16. Biaya PPDB;

17. PPDB Pada Sekolah Swasta;

18. Ketentuan Lain-lain;

19. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2011.
PENGUASAAN BIDANG TANAH - TRACE JALAN KEBANTENAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 67 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TRACE JALAN KEBANTENAN (JALAN SEMPER TIMUR), KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa perlu adanya pengembangan prasarana antara lain dengan pembangunan jalan untuk kelancaran lalu lintas dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan pergub tentang Penguasaan perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Kebantenan (Jalan Semper Timur), Kota Adm. Jakarta Utara.


-
Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006; Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di DKI; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.




- 
Pergub ini mengatur tentang:



Penguasaan perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Trace Jalan Kebantenan (Jalan Semper Timur), Kota Adm. Jakarta Utara berada di lahan milik PT Pulo Mas. Hal itu menjadi dasar bagi PT Pulo Mas untuk mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada diatasnya untuk pelaksanaan pembangunan dan mensosialisasikan Pergub ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkoordinasi dengan walikota Jakarta Utara, Kepala Kanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta dan Kepala Dinas PU Prov. DKI Jakarta. Pergub ini berlaku dalam jangka waktu 1(satu) tahun.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2011.
STANDAR BIAYA
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 69 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG STANDAR BIAYA
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa perlu mengatur pemberian honorarium terhadap pejabat/panitia pengadaan barang/jasa, pejabat/penerima hasil pekerjaan, pegawai yang melaksanakan lembur dan pegawai yang menghadiri kegiatan/rapat serta bagi pegawai atau profesional yng menjadi narasumber dan moderator dalam acara seminar/sosialisasi.


-
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentanng Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya TA 2011; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan APBD Provinsi DKI Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 156 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Verifikasi Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran APBD; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBD.




- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Prinsip;

3. Ruang Lingkup;

4. Penganggaran dan Besaran Standar Biaya;

5. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2011.
PENJABARAN APBD TA 2011
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 70 TAHUN 2011

2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Perpres No. 26 Tahun 2009 Pemda diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana APBD dalam menerapkan e-KTP. Dengan diterbitkannya SE Mendagri No. 471.13/1515/SJ Pemda dapat menggunakan Anggaran mendahului Perubahan APBD untuk diformulasikan ke dalam Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan Atas Pergub No. 13 Tahun 2011. 


-
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2011; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2011 tentang APBD TA 2011; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD T. 2011.

- 
Pergub ini mengatur tentang:



APBD TA 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

Rp16.022.580.846.665,00

b. Dana Perimbangan

Rp  8.909.900.000.000,00

c. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang Sah


Rp  1.146.719.828.000,00







Rp26.079.200.674.665,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Rp 8.521.388.651.561,00

2) Belanja Bunga

Rp         4.353.828.000,00

3) Belanja Subsidi

Rp 

      0,00

4) Belanja Hibah

Rp     865.613.816.819,00

5) Belanja Bantuan Sosial
Rp      5 8.527.900.000,00

6) Belanja Bagi Hasil 

Rp
  
      0,00

7) Belanja Bantuan Keuangan
Rp          1.350.000.000,00

8) Belanja Tidak Terduga
Rp        83.078.470.181,00





 
Rp 9.534.312.666.561,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

Rp 1.226.604.602.618,68

2) Belanja Barang Jasa

Rp 9.073.305.716.792,66

3) Belanja Modal

Rp 8.058.294.260.752,66






Rp18.358.204.580.164,00



Jumlah Belanja



Rp27.892.517.246.725,00



Surplus/(defisit)



Rp(1.813.316.572.060,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan


Rp 2.428.534.745.400,00

b. Pengeluaran


Rp    631.928.300.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 1.796.606.445.400,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan


Rp     (16.710.126.660,00)


Penjabaran APBD yang semula Rp 112.657.466.940,00 berubah menjadi Rp 129.367.593.600,00.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011;



-
Ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2011.
PENUNJUKAN PLH DAN PLT

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 71 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa perlunya penyempunaan Pergub No. 48 Tahun 2011, dikarenakan masih terdapat kendala dalam percepatan penetapan penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural.


-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Tata Cara Penunjukan PNS sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural;

3. Kewenangan dan Pelaporan;

4. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2011.
URAIAN JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 72 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG URAIAN JABATAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa uraian jabatan disusun dalam rangka tertib penyelenggaraan pembinaan Kepegawaian dan penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.


-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Kepmenpan No. KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Analisis Jabatan; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 36 Tahun 2006 tentang Analisis Jabatan Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Ruang Lingkup;

3. Pemanfaatan;

4. Monitoring dan Evaluasi;

5. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2011.
LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 73 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

ABSTRAK 
:  
-
Bahwa perlunya menggabungkan dan menyempurnakan Pergub No. 16 Tahun 2007 dengan Keputusan Gubernur No. 94 Tahun 2004, serta perlu menetapkan Pergub tentang Layanan Perpustakaan Umum Daerah pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.


-
Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2006 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 14 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas PNS; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemprov. DKI; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.



-
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Ruang Lingkup;

3. Sumber Daya Layanan dan Koleksi yang Dilayankan;

4. Jenis dan Bentuk Layanan;

5. Prosedur Layanan;

6. Waktu Layanan;

7. Petugas Layanan;

8. Insentif Petugas Layanan;

9. Pembinaan;

10. Pengendalian;

11. Pembiayaan;

12. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011.

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 74 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA KOTA ADMINISTRASI
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006, diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Kota Administrasi.


-
Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 64 Tahun 2008 tentang Standarisasi Ruangan Pelayanan Publik; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi.


- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Tujuan, Sasaran dan Asas;

3. Subjek Pedoman;

4. Penyelenggara PTSP;
5. Penyederhanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan;

6. Jenis Pelayanan;

7. Prosedur Pelayanan;

8. Jangka Waktu Penyelesaian;

9. Layanan Informasi;

10. Penunjukan Tugas;

11. Penanganan Pengaduan;

12. Prasarana dan Sarana;

13. Kerjasama;

14. Evaluasi dan Pelaporan;

15. Pengendalian;

16. Pembiayaan;

17. Ketentuan dan Lain-lain;

18. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011.

PENERBITAN e-KTP
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 76 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa berdasarkan Permendagri No. 9 Tahun 2011, Pedoman penerbitan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).


-
Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Tata Pelayanan Publik; PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Perpres No. 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 47 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 48 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 49 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan.


- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Umum;
3. Penerbitan KTP Elektronik;
4. Perekaman Sidik Jari Penduduk;
5. Pengendalian;
6. Ketentuan Lain-lain;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2011.

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 77 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa perlu disempurnakannya Pergub No. 54 Tahun 2007 dan Pergub No. 76 Tahun 2007 mengingat telah diterbitkannya Perpres No. 15 Tahun 2010; Menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 Perpres No. 15 Tahun 2010 dan Permendagri No. 42 Tahun 2010 maka perlu ditetapkan pula Pergub tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.


-
Dasar Hukum : UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah.



- 
Pergub ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum;

2. Pembentukan;

3. Maksud dan Tujuan;

4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi;

5. Susunan Keanggotaan;

6. Pelaksanaan Koordinasi;

7. Pelaporan;

8. Pembinaan;

9. Pembiayaan;

10. Ketentuan Penutup.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2011.

PANDUAN RANCANG KOTA KOMPLEKS THE SULTAN SEMANGGI
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 78 TAHUN 2011

2011

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA KOMPLEKS THE SULTAN SEMANGGI
ABSTRAK 
:  
-
Bahwa untuk mewujudkan lingkungan kota yang berkualitas serta berorientasi pada kepentingan umum, kawasan semanggi merupakan Kawasan Ekonomi Prospektif dan merupakan salah satu kawasan strategis yang telah diatur perencanaan ruangnya dalam Rencana Rinci Tata Ruang Khusus Kawasan Gelora Bung Karno Senayan melalui Instruksi Gubernur No. 1190/-1.711.5 tanggal 22 Mei 2003. Dalam rencana pengembangan MRT, salah satu stasiunnya akan berada di dalam Kawasan Semanggi. Sehingga diperlukan adanya penduan yang bersifat mengendalikan perkembangan di Kawasan Semanggi, sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan e serta memperhatikan Surat Mendagri Tanggal 29 April 2011 No. 650/1567/SJ.


-
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 1975 tentang Ketentuan Bangunan Bertingkat di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Perda Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 678 Tahun 1994 tentang Peningkatan Intensitas Bangunan di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Keputusan  Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1516 Tahun 1997 tentang Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 137 Tahun 2007.



- 
Pergub ini mengatur tentang:



Luas wilayah perencanaan Kawasan Semanggi secara keseluruhan yaitu ±13,8 ha dengan batas daerah perencanaan sebagai berikut :

a. Utara
: Jl. Jend. Gatot Subroto

b. Barat
: Gelanggang Olahraga Bung Karno dan Gedung JCC

c. Selatan
: Jl. Jend. Sudirman

d. Timur
: Jembatan Semanggi

PRK Kompleks The Sultan Semanggi merupakan panduan yang bertujuan untuk menciptakan Kawasan Ekonomi Prospektif dengan funsi hotel, perkantoran, pertokoan yang mampu berorientasi pada MRT sebagai moda transportasi utama kawasan.
CATATAN
:  
-
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;



-
Ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2011.

UJDIH BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

